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B A B   I 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik  

 

Berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun 

Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi 

Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, 

aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan 

Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan 

akuntabel.  

Sebagai Badan Publik penyedia informasi memang sudah seharusnya 

memberikan pelayanan informasi publik yang baik serta harus mendapat perhatian 

yang serius bagi kita semua dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang 

berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok 

dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Provinsi Jawa 

Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk 

Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID 

Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan 

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam 

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 

188/32/114.1/2022 (terlampir).  

Agar mendorong dan menggunggah Badan Publik di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah 

diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada 

akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan 

Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk 

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.  
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1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana  

 

Berikut struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 

Timur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas PPID pelaksana :  

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan 

sesuai kebutuhan;  

2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk 

kebutuhan organisasi unit kerjanya; 

3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk 

dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik; 

5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi; 

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik dan dokumentasi. 
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B A B   II 

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan 

Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa 

setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik 

bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah 

dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional 

dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya 

benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna 

mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang 

terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara 

proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.  

 

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :  

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya 

meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui 

beberapa media sebagai berikut :  

2.1.1 Melalui website https://dlh.jatimprov.go.id/public/  

2.1.2 Email dlh.jatim@gmail.com  

2.1.3 Facebook  

2.1.4 Instagram 

2.1.5 Twitter   

2.1.6 Laporan   

2.1.7 Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! 

2.1.8 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor 

 

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :  

Secara operasional PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 

2023 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang 

terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup) yaitu :  

ASN : 22 orang Laki-laki : 12 orang Sarjana : 22 orang Jabatan Struktural : 3 orang 

PTT-PK : 3 orang Perempuan : 13 orang SMA : 3 orang JF Pranata Humas : 2 orang 

   JF Pranata Komputer : 4 orang 

   JFT Lainnya : 16 orang 
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2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam 

menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat 

meliputi:  

2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik; 

2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; 

2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;  

2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;  

2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;  

2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;  

2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.  

 

2.4 Waktu pelayanan Publik  

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

adalah sebagai berikut :  

Hari Jam Pelayanan Istirahat 

Senin - Kamis 08.00 – 15.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 08.00 – 14.00 WIB 11.30 – 12.30 WIB 
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B A B  III 

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI 

Tanggal 

Permoho

nan 

Nama 

Pemohon 

Email 

Pemohon 
Informasi Detail 

Tujuan 

Informasi 

Cara 

Mendapat

kan 

Salinan 

Informasi 

Tanggapan dari  

DLH Provinsi Jawa Timur 

31/01/20

23  

 17:56:11 

Fitria 

Andriani 

MJBMASTRI

P@GMAIL.C

OM 

Apakah Dinas Lingkungan Hidup 

dapat mengeluarkan Sertifikat 

laik Operasi (SLO) Batching 

Plant ? 

untuk 

kelengkapan 

izin usaha 

Email • SLO atau Surat Laik Operasioan 

diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi 

Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Jawa Timur hanya menerbitkan 

rekomendasi SLO dari pemohon yang 

sudah menyampaikan dokumen 

permohonan melalui website JOSS 

Jatim. Silahkan mengunjungi laman 

web: https://joss.jatimprov.go.id/ untuk 

mengetahui mekanisme penerbitan SLO 

Persetujuan Teknis Air Limbah dan 

Emisi di Jawa Timur. 

04/03/20

23  

 06:15:30 

syamsul 

arifin 
komando
ham09@
gmail.co
m 

No Dana Kode RUP Waktu 

Metode Pemilihan Penyedia 

Paket Pagu (Rp.) 1 APBDP, 

APBDP, APBDP 37271966 

44866 Pengadaan Langsung 

Pemeliharaan Gedung Kantor 

217.487.100,00 2 APBDP 

37174192 44866 Pengadaan 

Langsung Pemeliharaan Gedung 

Kantor - Perbaikan Atap Gedung 

Kantor 30.000.000,00 3 APBDP 

37174243 44866 Pengadaan 

Langsung Pemeliharaan Gedung 

Kantor - Perbaikan Ruang Laktasi 

24.440.000,00 4 APBDP 

37174364 44866 Pengadaan 

Langsung Pemeliharaan Gedung 

Kantor - Perbaikan Sekat 

Ruangan 19.712.500,00 5 APBD, 

APBD, APBD 34679588 March 

2022 Pengadaan Langsung 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya - Pemeliharaan Ruang 

Rapat Bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Ruang Rapat 

Bidang Penaatan Lingkungan 

128.000.000,00 Jumlah 

419.639.600,00 Terbilang; Empat 

Ratus Sembilan Belas Juta Enam 

Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu 

Enam Ratus Rupiah 

Atas 

Permintaan 

Data dan 

Informasi kami 

bermaksud dan 

bertujuan untuk 

Kajian Ilmiah, 

Mengembangka

n Ilmu 

Pengetahuan 

dan 

Mencerdaskan 

Kehidupan 

Bangsa. Demi 

terciptanya 

suasana yang 

kondusip. 

Email Untuk permohonan Saudara, kami minta 

dapatnya dibuatkan surat resmi terkait 

maksud dan tujuan permohonan 

pemanfaatan data tersebut. 

06/03/20

23 

  

12:06:48 

Annissa annissarisky

@gmail.com 

Bagaiamanakah cara pengurusan 

ijin primer PPBHH? 

Pengurusan 

perizinan 

Email bukan wewenang DLH jd tdk dijawab 

09/03/20

23   

11:30:27 

Kartiko 

Nugroho 

ikosinipat7@

gmail.com 

Wawancara mengenai efektivitas 

penegakan hukum terhadap 

Pencemaran Udara di Provinsi 

Jawa Timur 

Guna 

memenuhi 

kelengkapan 

dalam tugas 

mata kuliah 

kebijakan 

lingkungan 

hidup 

Email DLH Prov. Jatim dapat menerima 

undangan wawancara dari saudara 

Kartiko Nugroho, dengan melampirkan 

daftar pertanyaannya 

11/04/20

23   

07:22:51 

mochamma

d viki 

yulianto 

vikikluwek1

@gmail.com 

saya di sini mewakili warga di 

daerah sepanjang sidoarjo untuk 

pengurusan ijin pemanfaatan 

media sungai sebagai sektor 

wisata air, disini saya mengalami 

kendala ijin. sudah ijin kesana 
kemari mulai ke bptd XI jatim ke 

bbws brantas sampai terakhir ke 

PTSP belum ada yang jelas,kata 

orang dinas PTSP untuk 

mengarahkan kepada dinas 

lingkungan hidup provinsi jawa 

timur. tempat yang mau saya 

pakai itu di daerah sepanjang 

taman sidoarjo. saya harus 

kemana lagi untuk ijin ini? 

pencerahan 

untuk 

pembuatan ijin 

di sektor wisata 

air. 

Email Perizinan atau Persetujuan Teknis 

terkait Air yang dikeluarkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

hanyalah persetujuan teknis yang terkait 

dengan pembuangan dan/atau 

pemanfaatan air limbah, untuk 
pemanfaatan area sungai bukan 

kewenangan kami untuk menerbitkan 

perizinannya. Mungkin bisa ditanyakan 

kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur 

karena seluruh perizinan yang ada di 

Jawa Timur terpusat satu pintu melalui 

DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. 

09/07/20

23   

09:43:31 

fadhilah 

aliannah 

fadhilahalin5

45@gmail.co

m 

kualitas udara di kabupaten 

Gresik 

bahan penulisan 

buku 

Email Langsung ke DLH Provinsi Jawa Timur 

mailto:MJBMASTRIP@GMAIL.COM
mailto:MJBMASTRIP@GMAIL.COM
mailto:MJBMASTRIP@GMAIL.COM
mailto:komandoham09@gmail.com
mailto:komandoham09@gmail.com
mailto:komandoham09@gmail.com
mailto:komandoham09@gmail.com
mailto:ikosinipat7@gmail.com
mailto:ikosinipat7@gmail.com
mailto:vikikluwek1@gmail.com
mailto:vikikluwek1@gmail.com
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27/07/20

23   

10:55:21 

M. Aflah 

Hidayatulla

h 

maflahhidayat

ullah@gmail.

com 

Indeks Kualitas Air, Indeks 

Kualitas Udara, Indeks Kualitas 

Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, 

& Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup di Jawa Timur per 

Kab/Kota Tahun 2021 

Sebagai bahan 

penyusunan 

skripsi 

Email Terlampir (untuk nilai IKAL tidak ada 

di regional kabupaten/kota karena 

Indeks Kualitas Air Laut hanya dihitung 

oleh regional provinsi dan nasional) 

15/08/20

23   

13:37:43 

Samuel 

Klein 

samuelgoei21

@gmail.com 

Permintaan informasi pengajuan 

Izin IPAL+Limbah terbaru B3 

Provinsi Jatim. 

untuk 

mendaftarkan 

perizinan IPAL 

Email Untuk permohonan Saudara, kami minta 

dapatnya dibuatkan surat resmi terkait 

maksud dan tujuan permohonan 

pemanfaatan data tersebut. 

23/09/20

23   

22:11:35 

ernanda 

putri eka 

novitasari 

ernandaputrie

rnanda@gmai

l.com 

laporan kajian kerapatan 

mangrove program mengenai 

penuntasan permasalahan 

mangrove yang ada di wilayah 

jawa timur 

untuk tugas 

hukum 

lingkungan 

Email Langsung ke DLH Provinsi Jawa Timur 

26/09/20

23 

08:46:40 

Danny 

harie 

danny.harie@

gmail.com 

Form pengajuan pengujian air 

limbah 

Untuk membuat 

pengajuan 

pengujian air 

limbah 

Email Menghubungi kontak Whatss App 

Admin UPT Lab.Ling. 

WA / Telp : 085955168795 

Admin Sifa 

Sekaligus akan dipandu lengkap terkait 

Pengisian Form dari Aplikasi SILABI 

03/10/20

23   

13:46:38 

Krishna 

Rifqi 

Eryatama 

krishnaer
yatama64
@gmail.c
om 

Data titik sumber pencemar yang 

masuk ke kali wonokromo/kali 

jagir (buangan industri, saluran 

domestik, dan anak sungai) 

beserta keterangan nilai debit dan 

kualitasnya 

Skripsi Email Untuk permohonan Saudara, kami minta 

dapatnya dibuatkan surat resmi terkait 

maksud dan tujuan permohonan 

pemanfaatan data tersebut. 

03/10/20

23   

14:02:25 

Gabriela 

Neda Nifili 

Lafau 

gabrielan
eda09@g
mail.com 

Capaian Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 

2018-2022 

Sebagai bahan 

untuk 

pembuatan 

skripsi dengan 

judul "Pengaruh 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto, 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia, Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup, dan 

Jumlah 

Penduduk 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2018-2022" 

Email Untuk permohonan Saudara, kami minta 

dapatnya dibuatkan surat resmi terkait 

maksud dan tujuan permohonan 

pemanfaatan data tersebut. 

10/10/20

23  

 12:21:54 

ahmat 

ponadi 
diastyasm
ara74@g
mail.com 

sambutan upacara peringatan hari 

jadi ke 78 provinsi jawa timur 

tahun 2023. 

untuk sambutan 

upacara 

Email bukan wewenang DLH jd tdk dijawab 

11/10/20

23   

15:28:19 

KO 
AOKI 

aokik@nt
tdata-
strategy.c
om 

Data Pemantauan Kualitas Air 

DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 

2022 Secara khusus saya ingin 

meminta penyediaan data kualitas 

air Sungai Brantas. Jika 

dipublikasikan di web, tolong beri 

tahu saya URL-nya. 

Untuk 

mengetahui 

kualitas air 

sungai 

Email Untuk permohonan Saudara, kami minta 

dapatnya dibuatkan surat resmi terkait 

maksud dan tujuan permohonan 

pemanfaatan data tersebut. 

24/10/20

23  

 17:35:58 

M. Aflah 

Hidayatulla

h 

21191104
3@stis.ac.
id 

IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH 

per kab/kota di Jawa Timur 

Tahun 2020 

Dibutuhkan 

dalam proses 

penyusunan 

skripsi 

Email IKA, IKU, IKL, dan IKAL Tahun 2020 

belum diintegrasikan melalui Web 

IKLH sehingga Bidang PPKL DLH 

Prov. Jatim belum mendapatkan 

informasi terkait indeks tersebut dari 

kabupaten/kota se-Jawa Timur 

28/10/20

23   

08:30:24 

Bambang 

wisnu dwi 

wardana 

bambangwisn

udwiwardana

78@gmail.co

m 

Minta formulir SPPL untuk 

kegiatan usaha cv manojaya coco 

indonesia 

Untuk 

pengajuan 

persetujuan 

lingkungan 

Email Langsung ke DLH Provinsi Jawa Timur 

31/10/20

23   

06:36:42 

Intan 

Annora 

Sani 

intansani88@

gmail.com 

Data Kadar SO2, NO2, O3 pada 

udara ambient di Jawa Timur 

tahun 2019 Data Kadar SO2, 

NO2, O3 pada udara ambient di 

Jawa Timur tahun 2020 Data 

Kadar SO2, NO2, O3 pada udara 

ambient di Jawa Timur tahun 

2021 

Penelitian 

terkait kualitas 

udara ambient 

Email Langsung ke DLH Provinsi Jawa Timur 

mailto:maflahhidayatullah@gmail.com
mailto:maflahhidayatullah@gmail.com
mailto:maflahhidayatullah@gmail.com
mailto:danny.harie@gmail.com
mailto:danny.harie@gmail.com
mailto:krishnaeryatama64@gmail.com
mailto:krishnaeryatama64@gmail.com
mailto:krishnaeryatama64@gmail.com
mailto:krishnaeryatama64@gmail.com
mailto:aokik@nttdata-strategy.com
mailto:aokik@nttdata-strategy.com
mailto:aokik@nttdata-strategy.com
mailto:aokik@nttdata-strategy.com
mailto:211911043@stis.ac.id
mailto:211911043@stis.ac.id
mailto:211911043@stis.ac.id
mailto:bambangwisnudwiwardana78@gmail.com
mailto:bambangwisnudwiwardana78@gmail.com
mailto:bambangwisnudwiwardana78@gmail.com
mailto:bambangwisnudwiwardana78@gmail.com
mailto:intansani88@gmail.com
mailto:intansani88@gmail.com
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31/10/20

23  

 08:34:58 

Gabriela 

Neda Nifili 

Lafau 

gabrielan
eda09@g
mail.com 

Capaian Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup tiap 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2018-2022 

Sebagai bahan 

untuk 

pembuatan 

skripsi dengan 

judul "Pengaruh 

Demografi, 

Ekonomi, 

Sosial, dan 

Lingkungan 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2018-2022" 
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3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi  

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 

Tahun 2018.  

 

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak  

Tahun Permohonan dikabulkan 

seluruhnya 

Permohonan dikabulkan 

sebagian 

Permohonan tidak 

dikabulkan Atau ditolak 

2023 19 - 1 

 

3.3 Rincian Sengketa Informasi  

Pada Tahun 2023 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima 

oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Namun pada 

PPID Provinsi Jawa Timur dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selaku 

Ketua PPIDnya terhadap 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa dan dinyatakan 

gugur karena Pemohon 3 kali tidak memenuhi panggilan sidang.  

 

3.4 Kendala Internal dan Eksternal  

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

selama tahun 2022 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan 

yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat 

kelancaran pelayanan informasi publik.  
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B A B IV 

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI 

 

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :  

1. Optimalisasi website PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;  

2. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Jawa Timur;  

3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK 

PPID, DIP, LLID dll;  

4. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar 

rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.  

5. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.  
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BAB V 

HASIL MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI  

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi. 

Pada Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 

10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur masih banyak yang harus dibenahi dan 

dikembangakan karena mendapatkan nilai “TIDAK INFORMATIF”. 

NO.  BADAN PUBLIK  
NILAI 
SAQ 

NILAI 
VISITASI 

NILAI 
WAWANCARA 

TOTAL  KETERANGAN 

33.  Dinas Lingkungan 
Hidup Prov. Jatim 

 33.45 0 0 11.15  TIDAK 
INFORMATIF 
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B A B   VI 

K E S I M P U L A N 

 

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah 

kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan 

cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut 

kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.  

Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius 

bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan 

pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan 

informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas 

dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.  

Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, 

kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi 

Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini 

serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi 

publik.  

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai 

Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berupaya untuk 

mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan 

informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang 

mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan 

Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan 

kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara 

yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang 

berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open 

government).  

Ketua PPID Pelaksana 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

 
JEMPIN MARBUN, S.H., M.H. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19640917 199203 1 005 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi Rincian Teknis dengan RS Ubaya pada tanggal 6 Juni 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi pengelolaan Limbah B3 dengan perusahaan galangan kapal pada tanggal 

17 Mei 2023 
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Konsultasi penyusunan TPS oleh Hotel Milik Muhamaddiyah di dekat Unmuh malang 

(Rayz Hotel) pada tanggal 29 Mei 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi rintek PT Tasland Indonesia (Hotel Premier Juanda) dan Pertek 

Pengumpulan PT Wahana Lestari Bersatu pada tanggal 29 Mei 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Harian Bangsa pada tanggal 28 Agustus 2023. 
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